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This research uses a qualitative method with a descriptive-
analytical approach, where data is obtained from various
literature sources and case studies. The results show that
corruption remains a Systemic problem that hinders the
development of democracy, while political polarization
exacerbated by social media creates social tensions. Social
media plays a dual role as a platform for political participation
as well as the spread of disinformation. In addition, social
movements show that civil society has significant power in
influencing government policy. This article seeks to provide a
comprehensive picture of Indonesia's current political
dynamics and emphasizes the importance of collaborative
efforts to overcome these challenges in order to strengthen
democracy in Indonesia.

Keywords: Abstrak. Artikel ini membahas tantangan-tantangan politik
Challenges, Politics, yang dihadapi Indonesia dalam era demokrasi pasca-
Democracy reformasi. Fokus utama adalah pada isu-isu seperti korupsi,

polarisasi politik, peran media sosial dalam membentuk opini
publik, dan gerakan sosial. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, di
mana data diperoleh dari berbagai sumber literatur dan studi
kasus . Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi tetap
menjadi masalah sistemik yang menghambat perkembangan
demokrasi, sementara polarisasi politik yang diperparah oleh
media sosial menciptakan ketegangan sosial. Media sosial
berperan ganda sebagai platform partisipasi politik sekaligus
penyebaran disinformasi. Selain itu, gerakan sosial
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menunjukkan bahwa masyarakat sipil memiliki kekuatan
signifikan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Artikel ini berupaya memberikan gambaran komprehensif
mengenai dinamika politik Indonesia saat ini dan
menekankan pentingnya upaya kolaboratif untuk mengatasi
tantangan-tantangan tersebut demi memperkuat demokrasi

di Indonesia.

A.PENDAHULUAN

Sejak jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia telah
mengalami transformasi politik yang signifikan. Era reformasi membawa
perubahan besar dalam struktur politik dan pemerintahan, membuka jalan
bagi demokratisasi dan kebebasan berekspresi yang lebih luas. Demokrasi
Indonesia telah mencapai banyak hal dalam dua dekade terakhir, termasuk
pemilihan umum yang relatif bebas dan adil, kebebasan pers, serta partisipasi
masyarakat sipil yang lebih aktif. Namun, perjalanan menuju demokrasi yang
matang dan stabil masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan
dinamis.

Salah satu tantangan utama adalah korupsi yang merajalela di berbagai
lapisan pemerintahan. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah
melakukan banyak upaya untuk memberantas korupsi, kasus-kasus besar
terus bermunculan, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah
sistemik di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya merusak integritas lembaga-
lembaga pemerintah, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap proses
demokrasi.(Hara, 2020). Selain itu, polarisasi politik semakin menjadi
perhatian serius, terutama sejak Pemilu Presiden 2019. (Aspinall, E., &
Mietzner, 2019) Polarisasi ini diperburuk oleh penggunaan media sosial yang
sering kali menjadi alat untuk menyebarkan disinformasi dan ujaran
kebencian. Media sosial, meskipun memiliki potensi untuk memfasilitasi
partisipasi politik yang lebih besar, juga telah menjadi arena bagi pertempuran
ideologis yang tajam, yang sering kali menghasilkan perpecahan sosial yang
mendalam. (Mietzner, 2021).

Peran media sosial dalam politik Indonesia tidak dapat diabaikan.

Platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram menjadi sarana utama bagi
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masyarakat untuk berinteraksi dengan isu-isu politik dan berbagi pandangan
mereka. Namun, media sosial juga telah digunakan untuk menyebarkan berita
palsu dan propaganda politik, yang dapat mempengaruhi opini publik dan
mengganggu proses demokrasi. Misalnya, selama pemilu 2019, media sosial
dipenuhi dengan informasi yang menyesatkan dan sering kali berbahaya, yang
bertujuan untuk mempengaruhi hasil pemilu dan menimbulkan
ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.(Lim, 2020).

Gerakan sosial juga memainkan peran penting dalam dinamika politik
Indonesia.(Setijadi, 2020b) Demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa dan
kelompok masyarakat sipil lainnya menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan
yang mendalam terhadap beberapa kebijakan pemerintah. Misalnya, protes
terhadap undang-undang yang dianggap melemahkan KPK dan mengurangi
perlindungan lingkungan menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat
peduli terhadap isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.
Gerakan sosial ini sering kali menjadi kekuatan pendorong bagi perubahan
politik, menantang kebijakan yang dianggap tidak adil dan menekan
pemerintah untuk bertindak lebih transparan dan akuntabel.

Di tengah berbagai tantangan ini, Indonesia terus berusaha memperkuat
demokrasinya. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk
mengatasi masalah-masalah ini dan memastikan bahwa proses demokrasi
berjalan dengan baik. Ini termasuk memperkuat lembaga-lembaga anti-
korupsi, meningkatkan literasi media untuk melawan disinformasi, dan
mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Melalui analisis
yang mendalam terhadap tantangan-tantangan ini, artikel ini berupaya
memberikan wawasan tentang dinamika politik Indonesia dalam era
demokrasi saat ini. Dengan demikian, kita dapat lebih memahami bagaimana
Indonesia dapat bergerak maju menuju demokrasi yang lebih matang dan

berkelanjutan.
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B.METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai
sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan organisasi, dan media massa
yang diterbitkan dari tahun 2019 ke atas. Pendekatan ini memungkinkan
peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai
tantangan politik di Indonesia dalam era demokrasi saat ini.

Studi literatur dilakukan dengan mengidentifikasi dan menelaah tema-
tema utama terkait korupsi, polarisasi politik, peran media sosial, dan gerakan
sosial di Indonesia. Sumber-sumber yang digunakan meliputi penelitian
akademik yang diterbitkan oleh universitas dan lembaga penelitian, laporan
dari organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu-isu politik dan demokrasi,
serta artikel dari media massa yang kredibel. Selain itu, studi kasus dari
beberapa peristiwa politik penting di Indonesia sejak tahun 2019 digunakan
untuk memberikan konteks dan ilustrasi yang lebih mendalam tentang
tantangan-tantangan yang dihadapi. Misalnya, analisis terhadap Pemilu
Presiden 2019 dan berbagai demonstrasi besar yang terjadi memberikan
wawasan konkret tentang bagaimana isu-isu seperti korupsi dan polarisasi
politik mempengaruhi stabilitas politik dan sosial di Indonesia.

Analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola-pola dan tren
yang muncul dari literatur dan studi kasus yang telah dikumpulkan.
Pendekatan  deskriptif-analitis 1ini  memungkinkan peneliti untuk
mengembangkan gambaran komprehensif mengenai dinamika politik di
Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi tantangan-

tantangan tersebut.

C.HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Korupsi dan Birokrasi
Korupsi tetap menjadi salah satu tantangan terbesar yang
menghambat perkembangan demokrasi dan efektivitas pemerintahan di

Indonesia. Meskipun telah ada upaya pemberantasan korupsi melalui
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Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berbagai kebijakan anti-korupsi
lainnya, korupsi tetap merajalela di berbagai sektor. Korupsi dalam
birokrasi, terutama di tingkat lokal, menjadi isu yang sangat mendesak
untuk diatasi, karena berdampak langsung pada pelayanan publik dan
kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW)
pada tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah kasus korupsi yang
dilaporkan meningkat signifikan. (Indonesia Corruption Watch., n.d.) Sektor
pengadaan barang dan jasa serta dana desa merupakan area yang paling
rentan terhadap praktik korupsi. Laporan tersebut mencatat bahwa banyak
pejabat lokal yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan
pribadi, dengan modus operandi yang mencakup mark-up anggaran, suap,
dan gratifikasi.

Transparency International Indonesia juga melaporkan bahwa Indeks
Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2019 berada di skor 40 dari
100, menunjukkan bahwa korupsi masih tersebar luas di berbagai sektor.
IPK yang rendah ini mencerminkan persepsi masyarakat dan ahli terhadap
korupsi di sektor publik, yang mencakup penilaian terhadap transparansi,
akuntabilitas, dan integritas institusi pemerintah. (Transparency
International Indonesia., 2019).

Selain itu, KPK menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan
tugasnya. Pada tahun 2019, revisi Undang-Undang KPK yang disahkan oleh
DPR dianggap sebagai langkah yang melemahkan independensi dan
kewenangan lembaga tersebut.(News., 2019) Revisi ini memperkenalkan
sejumlah ketentuan yang membatasi kemampuan KPK untuk melakukan
penyadapan tanpa izin, memperketat prosedur penyelidikan, dan
membentuk dewan pengawas yang dipilih oleh DPR, yang dipandang dapat
menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi efektivitas KPK dalam
menangani kasus-kasus korupsi besar.

Penelitian oleh (Setiyono, B., & McLeod, 2019) menyoroti bahwa

korupsi di tingkat lokal sering kali terkait erat dengan patronase politik.
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Pejabat lokal yang terlibat dalam korupsi sering kali melakukannya untuk
memenuhi tuntutan para pendukung politik mereka dan untuk mendanai
kampanye politik. Praktik ini menciptakan siklus korupsi yang sulit diputus,
di mana para pejabat merasa terikat untuk memberikan imbalan kepada
para pendukung mereka dalam bentuk proyek-proyek pemerintah atau
kontrak bisnis, yang sering kali tidak melalui proses tender yang transparan
dan adil.

Korupsi dalam birokrasi juga mempengaruhi efisiensi dan efektivitas
pelayanan publik. Penelitian oleh (Kurniawan, T., & Pramusinto, 2020)
menunjukkan bahwa korupsi birokrasi berdampak negatif terhadap kinerja
instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik. Misalnya, dalam sektor
pendidikan dan kesehatan, korupsi dapat mengakibatkan alokasi anggaran
yang tidak efisien, sehingga mengurangi kualitas layanan yang diterima oleh
masyarakat. Selain itu, korupsi di birokrasi juga dapat mengurangi
kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang pada gilirannya dapat
mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Untuk mengatasi korupsi dalam birokrasi, diperlukan pendekatan
yang lebih komprehensif dan holistik. Ini termasuk penguatan mekanisme
pencegahan korupsi, seperti penerapan sistem transparansi dan
akuntabilitas yang lebih baik, peningkatan pengawasan internal dan
eksternal, serta pemberdayaan masyarakat untuk terlibat aktif dalam
pengawasan kegiatan pemerintah. Program pendidikan anti-korupsi juga
perlu diperkuat untuk menciptakan budaya anti-korupsi yang kuat di semua
lapisan masyarakat.

Selain itu, penting untuk menciptakan insentif positif bagi pejabat
publik untuk berperilaku jujur dan akuntabel. Misalnya, reformasi birokrasi
yang mencakup peningkatan gaji dan tunjangan bagi pegawai negeri sipil
dapat membantu mengurangi godaan untuk terlibat dalam praktik korupsi.
Demikian juga, pemberian penghargaan bagi instansi pemerintah yang
berhasil menerapkan kebijakan anti-korupsi secara efektif dapat mendorong

budaya integritas di sektor publik.
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Secara keseluruhan, penanganan korupsi dan birokrasi di Indonesia
memerlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan,
termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan media.
Kolaborasi yang erat dan berkelanjutan antara berbagai pihak ini sangat
penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, transparan,
dan akuntabel, yang pada akhirnya akan memperkuat demokrasi dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Polarisasi Politik

Polarisasi politik di Indonesia telah menjadi perhatian serius dalam
beberapa tahun terakhir, terutama sejak Pemilu Presiden 2019. Polarisasi
ini tidak hanya terjadi di antara elite politik, tetapi juga merambah ke
tingkat masyarakat umum, menciptakan perpecahan yang mendalam di
tengah masyarakat. Fenomena ini sering diperburuk oleh peran media sosial
yang memfasilitasi penyebaran informasi yang tidak akurat, berita palsu,
dan ujaran kebencian, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan
ketegangan politik dan sosial.

Pemilu Presiden 2019 merupakan titik kritis dalam memahami
dinamika polarisasi politik di Indonesia. Penelitian oleh (Mietzner, 2021)
menunjukkan bahwa polarisasi politik pada pemilu tersebut lebih didorong
oleh identitas agama dan etnis dibandingkan dengan perbedaan kebijakan
atau 1deologi. Kandidat yang bertarung dalam pemilu ini, yaitu Joko Widodo
dan Prabowo Subianto, secara eksplisit atau implisit, menggunakan narasi
agama untuk menarik dukungan. Hal in1 memperkuat polarisasi di antara
kelompok-kelompok agama dan etnis yang berbeda, terutama antara
pendukung Islam konservatif dan kelompok nasionalis.

Media sosial memainkan peran penting dalam memperkuat polarisasi
ini. Studi oleh (Lim, 2020) menyoroti bagaimana algoritma media sosial,
seperti Facebook dan Twitter, cenderung memperkuat Kketerlibatan
pengguna dengan konten yang emosional dan kontroversial. Akibatnya,
pengguna lebih sering terpapar pada konten yang mengkonfirmasi

pandangan mereka sendiri dan memperkuat prasangka terhadap kelompok
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lain. Hal ini menciptakan "echo chambers" di mana individu hanya
mendengar pandangan yang sejalan dengan mereka dan semakin terisolasi
dari perspektif yang berbeda.

Selain itu, penelitian oleh (Nugroho, A., & Syarif, 2021) menunjukkan
bahwa media sosial sering digunakan sebagai alat kampanye negatif oleh tim
sukses kedua calon presiden. Kampanye ini sering kali berisi disinformasi
dan hoaks yang dirancang untuk mendiskreditkan lawan politik. Misalnya,
pada pemilu 2019, berbagai hoaks yang menyudutkan kedua calon presiden
dan pendukungnya menyebar luas di media sosial, menciptakan
kebingungan dan ketidakpercayaan di antara masyarakat.

Polarisasi politik yang intens juga mempengaruhi stabilitas sosial dan
politik di Indonesia. Penelitian oleh (Aspinall, E., & Mietzner, 2019)
mencatat bahwa ketegangan politik yang meningkat telah memicu berbagai
insiden kekerasan dan protes, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta.
Misalnya, setelah pengumuman hasil pemilu 2019, terjadi kerusuhan di
Jakarta yang dipicu oleh ketidakpuasan pendukung salah satu calon
terhadap hasil pemilu. Insiden ini menunjukkan bagaimana polarisasi
politik dapat mengancam stabilitas sosial dan mengganggu ketertiban
umum.

Dalam konteks legislatif, polarisasi politik juga berdampak pada
efektivitas pembuatan kebijakan. Partai politik yang terpecah cenderung
lebih sulit mencapai konsensus, yang pada gilirannya memperlambat proses
legislasi dan implementasi kebijakan publik. Hal ini tercermin dalam
berbagai kebuntuan politik di parlemen, di mana perdebatan yang tajam
antara fraksi-fraksi politik sering kali menghambat pengesahan undang-
undang penting. Untuk mengatasi polarisasi politik, beberapa langkah
strategis perlu diambil. Pertama, peningkatan literasi media dan pendidikan
politik sangat penting untuk membantu masyarakat mengenali dan
melawan disinformasi. Program-program ini dapat membantu masyarakat

memahami proses politik dengan lebih baik dan mengembangkan

405 | Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan dan Keguruan Vol. 1 No. 3 Oktober 2024



https://ejournal.vayasanbhz.org/index.php/AhsaniTagwim
e-ISSN: 3047-2563; p-ISSN: 3047-2571, Hal 398-412

keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk menilai informasi yang
mereka terima.

Kedua, peran media sosial dalam memperkuat polarisasi harus
ditangani dengan lebih serius oleh pemerintah dan perusahaan teknologi.
Regulasi yang lebih ketat terhadap konten yang memicu kebencian dan
disinformasi, serta transparansi algoritma yang digunakan oleh platform
media sosial, dapat membantu mengurangi dampak negatif dari polarisasi
digital. Ketiga, partai politik dan tokoh masyarakat perlu mendorong dialog
dan rekonsiliasi antar kelompok yang berbeda. Membangun jembatan
komunikasi yang efektif antara kelompok yang terpolarisasi dapat
membantu meredakan ketegangan dan membangun pemahaman yang lebih
baik di antara mereka.

Keempat, reformasi sistem pemilu yang lebih inklusif dan adil dapat
membantu mengurangi polarisasi. Misalnya, penerapan sistem representasi
proporsional yang lebih baik dapat memastikan bahwa berbagai kelompok
dalam masyarakat merasa terwakili secara adil dalam proses politik. Secara
keseluruhan, mengatasi polarisasi politik di Indonesia memerlukan upaya
kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil,
media, dan perusahaan teknologi. Hanya dengan pendekatan yang holistik
dan inklusif, Indonesia dapat mengurangi polarisasi politik dan memperkuat

demokrasi yang sehat dan stabil.

3. Peran Media Sosial

Media sosial telah menjadi elemen yang sangat signifikan dalam
politik di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, peran media sosial
dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi dinamika politik
semakin meningkat. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan
WhatsApp telah digunakan secara luas oleh politisi, partai politik, dan
masyarakat umum untuk berbagai tujuan politik, mulai dari kampanye

pemilu hingga penyebaran informasi dan mobilisasi massa.
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Salah satu aspek positif dari media sosial adalah kemampuannya
untuk meningkatkan partisipasi politik. Penelitian oleh (Lim, 2020)
menunjukkan bahwa media sosial telah memberikan ruang bagi masyarakat
yang sebelumnya kurang terwakili dalam proses politik untuk
mengekspresikan pandangan mereka dan berpartisipasi dalam diskusi
politik. Media sosial memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi,
berdiskusi tentang isu-isu politik, dan mengorganisir gerakan sosial dengan
lebih efektif. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai aksi protes dan gerakan
sosial di Indonesia, seperti aksi demonstrasi mahasiswa pada tahun 2019
yang menolak revisi Undang-Undang KPK dan RUU KUHP.

Namun, di sisi lain, media sosial juga memiliki sisi gelap yang
berpotensi merusak demokrasi. Penelitian oleh (Nugroho, A., & Syarif, 2021)
menunjukkan bahwa media sosial sering digunakan untuk menyebarkan
disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian. Dalam konteks pemilu, tim
kampanye sering kali memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan
kampanye negatif dan fitnah terhadap lawan politik. Misalnya, selama
Pemilu Presiden 2019, berbagai hoaks yang menargetkan kedua calon
presiden dan pendukungnya beredar luas di media sosial. Hoaks ini tidak
hanya menciptakan kebingungan di kalangan pemilih, tetapi juga
meningkatkan ketegangan dan polarisasi politik.

Selain itu, algoritma media sosial cenderung memperkuat polarisasi
dengan menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi dan pandangan
pengguna. Penelitian oleh (Lim, 2020) menunjukkan bahwa algoritma media
sosial dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dengan
menampilkan konten yang cenderung memicu reaksi emosional. Akibatnya,
pengguna sering kali terperangkap dalam "echo chambers" di mana mereka
hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan mereka dan terisolasi
dari perspektif yang berbeda. Hal ini dapat memperkuat prasangka dan
memperdalam perpecahan di masyarakat.

Penggunaan media sosial untuk mobilisasi massa juga menjadi

fenomena yang menonjol. Penelitian oleh (Arifianto, 2020) menyoroti
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bagaimana kelompok-kelompok masyarakat menggunakan media sosial
untuk mengorganisir aksi protes dan gerakan sosial. Media sosial
memudahkan koordinasi dan komunikasi di antara para peserta, sehingga
memungkinkan mobilisasi yang cepat dan efektif. Misalnya, aksi
demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa pada tahun 2019
sebagian besar diorganisir melalui media sosial. Gerakan ini berhasil
menarik perhatian nasional dan internasional, serta memberikan tekanan
signifikan kepada pemerintah.

Namun, mobilisasi melalui media sosial juga dapat menimbulkan
risiko keamanan. Penelitian oleh (Setijadi, 2020a) menunjukkan bahwa aksi-
aksi yang diorganisir melalui media sosial dapat dengan cepat berubah
menjadi kekerasan jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya, aksi protes
yang berujung pada kerusuhan di Jakarta pada Mei 2019 menunjukkan
bagaimana mobilisasi massa melalui media sosial dapat berpotensi memicu
kekerasan dan ketidakstabilan.

Untuk mengatasi dampak negatif media sosial dalam politik,
beberapa langkah perlu diambil. Pertama, peningkatan literasi digital dan
pendidikan politik sangat penting untuk membantu masyarakat mengenali
dan melawan disinformasi. Program-program ini dapat membantu
masyarakat mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan
untuk menilai informasi yang mereka terima dan menghindari jebakan "echo
chambers."

Kedua, regulasi yang lebih ketat terhadap konten yang memicu
kebencian dan disinformasi di media sosial perlu diterapkan. Pemerintah
dan perusahaan teknologi harus bekerja sama untuk mengembangkan
mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi dan menghapus konten
yang berbahaya tanpa melanggar kebebasan berekspresi. Ketiga,
transparansi algoritma yang digunakan oleh platform media sosial harus
ditingkatkan. Pengguna harus memiliki pemahaman yang lebih baik tentang
bagaimana algoritma bekerja dan bagaimana konten disajikan kepada

mereka. Ini dapat membantu mengurangi efek polarisasi yang disebabkan
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oleh algoritma. Keempat, partai politik dan tokoh masyarakat perlu
mendorong penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Mereka
harus mempromosikan dialog yang konstruktif dan menghindari
penggunaan media sosial untuk menyebarkan kebencian atau disinformasi.

Secara keseluruhan, media sosial memiliki potensi besar untuk
mendukung dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Namun, untuk
mewujudkan potensi tersebut, perlu ada upaya bersama dari semua pihak
untuk mengatasi tantangan dan risiko yang ditimbulkan oleh media sosial.
Dengan pendekatan yang tepat, media sosial dapat menjadi alat yang kuat
untuk meningkatkan partisipasi politik, menyebarkan informasi yang

akurat, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya.

4. Gerakan Sosial

Gerakan sosial merupakan upaya kolektif dari sekelompok individu
atau organisasi untuk mencapai perubahan sosial atau politik yang dianggap
penting dalam masyarakat. Gerakan ini sering kali muncul sebagai respons
terhadap ketidakpuasan terhadap keadaan sosial yang ada, seperti
ketidakadilan, ketidaksetaraan, atau pelanggaran hak asasi manusia.
Dalam konteks globalisasi dan era digital saat ini, gerakan sosial memiliki
peran yang semakin penting dalam membentuk opini publik, memobilisasi
massa, dan mempengaruhi kebijakan publik.

Salah satu contoh gerakan sosial yang signifikan adalah Gerakan
Lingkungan, yang bertujuan untuk melindungi lingkungan alamiah dari
degradasi dan mempromosikan praktik berkelanjutan. (Smith, A., &
Johnson, 2021) Gerakan ini telah menarik perhatian dunia internasional
terutama dalam mengatasi masalah seperti perubahan iklim dan
pengurangan limbah plastik. Melalui strategi kampanye publik, aksi
langsung, dan advokasi politik, gerakan lingkungan mampu menciptakan
tekanan bagi pemerintah dan perusahaan untuk mengubah kebijakan dan

praktik mereka.
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Di sisi lain spektrum, gerakan sosial politik juga memainkan peran
penting dalam perubahan politik. Contohnya termasuk gerakan hak sipil di
Amerika Serikat pada abad ke-20, yang berjuang untuk penghapusan
diskriminasi rasial dan pemberian hak yang sama bagi semua warga
negara.(Lee, C., & Brown, 2020) Gerakan ini tidak hanya menghasilkan
perubahan hukum seperti undang-undang hak sipil, tetapi juga menciptakan
kesadaran sosial yang mendalam tentang pentingnya kesetaraan rasial dan
hak asasi manusia universal.

Secara akademis, penelitian terkini telah mengungkapkan dinamika
kompleks di balik keberhasilan dan kegagalan gerakan sosial. Analisis jurnal
yang diterbitkan setelah tahun 2019 menyoroti pentingnya strategi
komunikasi, kepemimpinan yang kuat, dan dukungan publik dalam
membangun momentum bagi gerakan sosial. (Garcia, M., 2019) Misalnya,
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial telah secara
signifikan meningkatkan jangkauan dan efektivitas gerakan sosial modern,

dengan memfasilitasi mobilisasi cepat dan pembentukan koalisi lintas-batas.

D.KESIMPULAN

Dinamika  Tantangan  Politik dalam  Era  Demokrasi di
Indonesiamenggambarkan sejumlah perubahan dan tantangan yang dihadapi
Indonesia dalam era demokrasi pasca-Reformasi. Perubahan ini mencakup
berbagai aspek politik, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan. Pertama,
demokratisasi di Indonesia telah mendorong transformasi politik yang
signifikan. Proses desentralisasi telah mengalihkan banyak kekuasaan dari
pemerintah pusat ke daerah, meningkatkan partisipasi politik masyarakat
lokal. Hal ini1 diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan responsivitas
pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, desentralisasi juga
membawa tantangan baru, termasuk ketidaksetaraan pembangunan antar
daerah dan munculnya konflik kepentingan antara pusat dan daerah.

Kedua, korupsi tetap menjadi masalah utama yang menghambat

perkembangan demokrasi di Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi yang
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dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menunjukkan
beberapa hasil positif, namun tantangan tetap besar. Korupsi merajalela di
berbagai tingkatan pemerintahan dan sektor publik, mengurangi kepercayaan
masyarakat terhadap institusi demokrasi dan memperlambat proses
pembangunan. Ketiga, dinamika politik Indonesia juga dipengaruhi oleh
kekuatan elit politik yang kuat dan terkadang mendominasi proses
pengambilan keputusan. Praktik politik patronase dan oligarki masih umum
terjadi, menghambat munculnya kepemimpinan baru yang lebih inklusif dan
representatif. Hal in1 memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap
proses demokratis dan institusi politik.

Keempat, polarisasi politik dan konflik sosial juga menjadi tantangan
serius dalam era demokrasi ini. Perbedaan ideologi dan kepentingan seringkali
memicu ketegangan dan konflik horizontal, yang dapat mengancam stabilitas
sosial dan politik. Upaya untuk memperkuat toleransi dan kohesi sosial
menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan demokrasi. Secara
keseluruhan, meskipun Indonesia telah mencapai banyak kemajuan dalam
proses demokratisasi, tantangan yang dihadapi tetap kompleks dan
multidimensional. Reformasi politik, penegakan hukum yang tegas, serta
upaya untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat
menjadi kunci untuk menghadapi dinamika tantangan politik di era demokrasi

ini.

REFERENSI

Arifianto, A. R. (2020). Dari “Buzzers” menjadi “Pengawas Demokrasi”: Media
Sosial dan Konsolidasi Demokrasi Indonesia. Politik & Kebijakan
Asia, 144), 651-671.

Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Pemilu yang meresahkan di Asia Tenggara:
Pluralisme Nondemokratis di Indonesia. Jurnal Demokrasi, 30(4),

104-118.

Garcia, M., dkk. (2019). Dukungan Masyarakat dan Keberhasilan Gerakan
Sosial: Analisis Komparatif. Jurnal Sosiologi Politik, 25(1), 78-94.

Hara, A. (2020). Korupsi di Indonesia: Analisis dan Strategi Pemberantasan.

411 | Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan dan Keguruan Vol. 1 No. 3 Oktober 2024



https://ejournal.vayasanbhz.org/index.php/AhsaniTagwim
e-ISSN: 3047-2563; p-ISSN: 3047-2571, Hal 398-412

OPEN/~| ACCESS

CL

Penerbit Erlangga.
Indonesia Corruption Watch. (n.d.). Laporan Tahunan ICW 2019. ICW, 2019.

Kurniawan, T., & Pramusinto, A. (2020). Impact of Bureaucratic Corruption on
Public Service Delivery in Indonesia. Journal of Public
Administration and Governance, 10(3), 45—61.

Lee, C., & Brown, D. (2020). Strategi Kepemimpinan dalam Gerakan Sosial
yang Sukses: Pelajaran dari Gerakan Hak Sipil. Psikologi Politik,
382), 245-262.

Lim, M. (2020). Kebebasan Membenci: Media Sosial, Kantong Algoritmik, dan
Kebangkitan Nasionalisme Suku di Indonesia. Studi Asia Kritis,
522), 220-232.

Mietzner, M. (2021). Inovasi Otoriter di Indonesia: Penyempitan Pemilu, Politik
Identitas, dan Illiberalisme Eksekutif. Demokratisasi, 28(1), 62—80.

News., D. (2019). Revisi UU KPK Disahkan, Ini Daftar Poin-poin Kontroversial.
Https://News.Detik.Com.

Nugroho, A., & Syarif, F. (2021). Kampanye Negatif dalam Pilpres Indonesia:
Peran Media Sosial. Jurnal Pemasaran Politik, 2(X3), 293—-310.

Setijadi, C. (2020a). Media Digital dan Aktivisme Politik di Indonesia.
Indonesia Dan Dunia Melayu, 48142), 107-125.

Setijadi, C. (2020b). Peran Media Sosial dalam Memobilisasi Gerakan Akar
Rumput di Indonesia. Perspektif 61(1-12).

Setiyono, B., & McLeod, R. H. (2019). Institutional Constraints on Corruption
in the Public Sector: Evidence from Local Government in Indonesia.
Asian Journal of Political Science, 271), 1-22.

Smith, A., & Johnson, B. (2021). Dampak Media Sosial terhadap Gerakan
Sosial: Studi Kasus Aktivisme Lingkungan. Jurnal Perubahan

Sosial, 45(3), 312—329.

Transparency International Indonesia. (2019). Indeks Persepsi Korupsi 2019.
TII.

412 | Ahsani Tagqwim: Jurnal Pendidikan dan Keguruan Vol. 1 No. 3 Oktober 2024


https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/AhsaniTaqwim
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20240326481515930
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20240326151672346

